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Pengaturan PPH

N di

UU Cegah Bola Liar

Pokok pokok Haluan Negara cukup diatar dalaom UL dan tidak perlu melalui
amoendemen konstitusi agar tak mudah disusupi agenda lain dan jadi bola lar.

JAKARTA, KOMPAS — Memasuk-
kan Pokok-pokok Haluan MNe-
gara atau PPN dalam amen
dearven konstitusi dinilai tidak
ket i tengah komdisi politk
saat inl Agar lak muodah dise-
pioagenda lain dan menjads
bala Jiar seperfi perpanjangan
miasa jahatan presiden dan wa-
kil preswlen, PPHN cukugp di-
atur dalam wodang undang.
Divektur Pusar Studi Kon-

as Andalas Feri

‘2022 mengatakan, jika
memang PFPHN untuk menata
progran pembangunan berke-
sinambungan. dasarnya sudash
ada, yaitu UL MNomor 25 Tabu
2 rentang Sistem Perenca-
maan  Pembangunan Nasiomnal
dan UL Nog 172007 tentans
Licpcana Pembangunan Jangka
Pramjang

Menurut dia, jika kedua 1717
sbu dlirewist, lak perlo Khawatic
Ul alan mudah divbah. Pe
merintah memang bisa mener-
bitkan  Peraturan Pemerintah
Penpgeants UL (Perppud. BNa-
mian,  untulk  mmencerbitkannya,
diperhnkan syarat hal ihwal ke-
pentingan memaksa.

Fert menilal, konsep PPEHN
micialui produk hukum UL su
dah cukup knat untuk menats
pembangunan herkesinam-
bungan. Jika mem: format
Ketctapan (Tap) MPLIL justru
fidak repat karena bisa mem-
berikan ruang berbeda terks:
kekuusaan P, wallu sepwe
MPIE kembali melakubkan pong-
awasaln Kebijakan  pemerintah
ewat PPHMN. Padahal. model
konstitusional Indonesia tak La-
gi mcmasukkan MPIU schagai
represeintasi rakyat, TUdadi tak
ads urdensinyz:  memasukkan
PPN dalam amendemen koon-
stitusi bogi sistem Ketabanoga-
raan kika" kata Feri,

[a jugn kbhawatir amhisi me-
musukkan PPHN hanva hasral
lingi  mengubah KonsLitwsi.
Meskipun  ada kensensus  di
awal baboa amends men hanyva
terbatas pada P
litis isu itu letap o
liar. Masyarakat su
wasi dinamika politik dan asal-
andi MPH. Apalagi, dard sejarah
perubaban koostitosi, isu scladu
berkembang kavena sitarpalitik
frak=i i PR,

Flal  berbeds  divngkapkan
Dircekbnr Pusal Peogkajian Pan-
cagila dan K stit=i Fakultas
Hukum [Iniversitas Jember Ba-
wvu Dwi Angerone, Mepuout dia,
PPN lebih tepat dibontelk de
ngan Ketetapan MP R, Napwan,
buatuh  pra: rat  amendenmnsn
lerbatas ULD 1945 Aamende-
mene terbatas diladoukan antuk
mengrhaly Pasal 5 U0 19495
tentang kewenangan MR me-
nerbitkan Tag MPH

Meski demil 1. Boswa me
negaskan, amendemen konsti-
tusi seba va  tielak berbur
buru. Amendemen idealnya di-
lakukan saatb situasi politik sta
hil dan i kepercayaan ma-
syarakal tingi. Saat L WHCANA
amendemen justru bisa mem-
bulka  katak pandors poerpan
Jamgan masza jahatan presiden,
Jike: amendemen kot

a-Femilu 2oed. “Jadi
kajiary MPR saat ini bukan ber
arti fidak hergumna. Fakukan pe-
matangan konsep sar I buang-
au momenlum politik vang
topat, Schornng fokus porsiap
an Pemiiu 200247 kata Bay,

April, kajian selesai
Scircntara it Ketua MPR
Fambang  Soesatyn mengata-
s11ai target, Badan Peng-
MPH dan Komisi Kajian
Kotatanegaraan MEPIU dibarvap
kan dapat mermelesaikan hasil

kajianmya tentang PPHMN  ke-
pada MPR pada April men-
datang Setelah hasil kajion itue
ditervima pimpinan MPR, se-
lanjutnys proses politik yang
akan menentukan.

“Iami bekonn scesuad jadwal
Semogn April 20K22 kajiom itu
dapat kami terima. Sel j
kami akan mengomun
=il kajian itu kepada
pinan partai palitik dan
untuk meinks masukan, Apakah
PPHMN distur -0 ataukah Tap
MPILC itu bergantong dinamika
prolirik wang herkembmrg, " i
Rambang.

Sebagarmana diberitakan,
Bodan Pengkajion MEPI e
kaji dun o= ok pragang -
kum PIPHX vaitu dalam bentuk
UL st Tap MPH Jika dengaon
ULL proscenya Bk perlu amer
denven LTI 9450 (Romyars,
18,7, 20022,

Tak serta-merta

MMenyikapi kekbawativan rer-
bukanwva “kotak pandora”™ de-
amendemen kon-
ui pengaturan PP
HM, Bambang  menyehutka

Py

hal itu tidsk hisa serta-merta.
Sebab, ada aral wvang harus

dipenuhi sesnai dengan keten
tuan di dalaon Pasal 37 U0
1245, Minimal, perubahan kon-
stitusi it haros divsulkan aleh
sepertiga dari anggota MEPIC di
ajitkan secarn tertalis, dengan
ArEImen jelas, dan
Jelas menyebuotkan pasal musos
s ingin divkade,

Famhang menambahkan,
konstitusi hasil amendemen ke-
cmpal Wwlash memberikan ga-
pis-garis yang jelas tentang ba
gabhmana erihahan konstirmsi
itu dapat dilakukan. Perubahan
pries weara Liba-tiba au di
luar wsulan awal tak i
Lakmikan karema harus tekap me-

SERCHIE

lalui  mekanisnwe  penguasulan
amendemen. Karenas ita, publik
dinilainva talk perlu Khawealir
“prenyusupan”  perabahae pe-
sal-pasal di luar wacans PPHMN

Wakil Ketun Komisi Hajian
Ketalanegaorsan MPE Hambe
Famarul Zaman juga membe-

1n Aan, saatb ini Hmnya tengah
MTACLLITILY n  kajian PPEIN
Adapun boentulk  hulkwrosva,

apakah ULT ataukah Tap MPR,
akan dizerahkan kepadas pim-
pinan MEPH.

Bentengi bola liar

Becars terpisah, rekiur Tha-
sut Studi Hubkum dan Teori
Fonstituzl Universitas Bristen
Satya Wacan Salatiga
Rauta mengatakan, kendati ada
syaral yang ketat untuk me-
lakukan amendemen konstitu
=i, kansensus politik i internal
KPR harus terlehib dahualua di-
bangun unluk menghindar ke-
mungkinan  amendemen it
menjadi bola liar dalaan dina-
mika politike

Menurul dia, konsensus pu-
litik itu dilakukan untuk mem
hervikan  batasan pasal  mana
yang akan diubah, Dengan kon-
sensus itu, perubahan lain ler-
hadap posal-pasal di luae ke
sepakatan tak dapat dilakukan,

Ciuna membentengi wa 4
PPN agar Lidak jadi bals
kota Umbu, diperlukan konsen
=u=s  politik di internal MR,
parpol, dan P'residen, i U
harws ikul dalam konsensus.

"Dialu pormah ada konscnsas
semacan if, dan ite berjalan,
Selain konsensus parpol, Pre-
siden sebuapgma Roepala Negar ju-
#Za bisa moembual  pernyataan
atas sikap wegara ¥ang men-

dukung perubszhan konstitusi
sebalas pada PPEHN saja, Jdan
bukan  pasal-pasal  lainoga”

ujarnyan, (DEARERY
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